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Perusahaan Pembiayaan menjadi salah satu bagian dari usaha perbankan yang digunakan sebagai sarana dan
prasarana bagi pelaku kejahatan untuk melakukan “tindak pidana pencucian uang” yang lebih dikena
dengan istilah <i>money laundering. </i>Secara sederhana, kegiatan <i>money laundering
</i>dikelompokkan padatiga kegiatan, yakni : <i>placement, layering, dan integration.</i>. Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa K euangan mengatur bahwa Perusahaan Pembiayaan
diwgjibkan untuk menerapkan Program APU dan PPT dengan menugaskan unit kerja khusus dan membuat
kebijakan dan Prosedur penerapan program APU dan PPT. Bahwa pada kenyataannya, keterbatasan dana
dan alasan efisiensi membuat perusahaan pembiayaan lebih memilih untuk menempatkan fungsi tugas APU
dan PPT ini disatukan dengan departement/divisi yang sudah ada sebelumnya. Namun, guna mengetahui
adanyaindikas transaks keuangan yang mencurigakan, Perusahaan Pembiayaan telah membuat indikator
yang dijadikan pedoman, antaralain : Pembayaran DP 75% dari harga kendaraan dengan nominal
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); melakukan pembayaran cicilan sebesar 5 (lima) kali
cicilan atau lebih sekaligus; Pelunasan dipercepat dilakukan konsumen pada saat setengah tenor
pembiayaan dan dengan nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); Transaks dilakukan
oleh konsumen yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana; Transaksi keuangan
yang dilakukan atau batal dilakukan yang diduga terkait dengan hasil kejahatan/tindak pidana.

...... The Finance Company is a part of banking business that used as afacility for criminasto do “Money
Laundering Crimes’ In simple terms, money laundering activities are grouped into three activities, namely:
<i>placement, layering, and integration.</i>. Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017
concerning the Application of the Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program in
the Financial Services Sector regulates that the Finance Company is required to implement the APU and
PPT Program by assigning a special unit work and making policies and procedures for implement APU and
PPT program. In the fact, funds limitation and efficiency reasons have made Finance Company prefer to
place the APU and PPT tasks functions put together with exisiting departments/divisions. However, to be
aware of any indications of suspictious financial transactions, the Finance Company has made indicators that
used as guidelines, including DP payments 75% of the vehicles price with anomina values Rp.
150.000.000 (one hundred and fifty milions rupiahs); make payments of 5 (five) installments or more at
once; Accelerated repayment by consumer at or half the tenor of financing and with a nominal
Rp.150.000.000 (one hundred and fifty milions rupiahs). Transactions by consumers who have been
designated as suspects in criminal cases; Financial transactions carried out or canceled are suspected to be
related to the proceeds of crime/ crime.
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